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Pendahuluan

Pandemi Covid-19 merupakan permasalahan keschatan extraordinary vang melanda seluruh
dunia, termasuk Indonesia. Penyebaran Covid-19 yang sangat cepat dan meluas lintas negara
berdampak terhadap seluruh sendi kehidupan manusia di berbagai bidang, termasuk
perckonomian. Sebagian besar negara di dunia sudah masuk kedalam fase resesi ekonomi
sebagai akibat dampak pandemi Covid-/9, baik negara maju maupun negara berkembang. Resesi
merupakan kondisi pertumbuhan ekonomi dalam dua kuartal secara berturut-turut mengalami
pertumbuhan negatif, atau dengan kata lain adanya penurunan Product Domestic Bruto (PDB)
yang terjadi selama dua kuartal secara berurutan. Resesi terjadi karena adanya penurunan secara
signifikan dalam kegiatan ekonomi yang berlangsung selama beberapa bulan atau bahkan
tahunan, dimana pada kondisi saat ini discbabkan oleh dampak pandemi Covid-19.

Apabila resesi tidak mendapatkan penanganan yang serius dan responsif dari pemerintah,
tentunya akan berdampak terhadap perlambatan pertumbuhan ckonomi serta multiplier effect
pada semua aktivitas ekonomi dalam jangka panjang. Resesi yang tidak diantisipasi melalui
skenario kebijakan pemerintah, dapat menyebabkan perekonomian negara masuk kedalam fase
depresi, yang membutuhkan waktu lama dan anggaran besar untuk memulihkan kondisi
perckonomian negara yang kolaps. Tujuan penulisan paper i untuk membenkan overview
skenano kebijakan pemulihan ekonomi nasional, baik di masa pandemi Covid-19 maupun masa
new normal. Data yang dipergunakan adalah data sekunder vang berasal dan sumber informasi
resmi maupun publikasi ilmish. Metode pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi
yang bersumber dari berbagai referensi dan literatur yang sesuai dengan tema paper. Teknik
analisis menggunakan pendekatan deskriprif kuantitatif, yaitu mendesknpsikan atau menarasikan
data berupa angka-angka sesuai dengan dasar teon yang relevan ( Yulianto, 2016).

Kebijakan Pemerintah

Penyebaran penyakit Covid-19 ke berbagai belahan penjuru dunia telah meluluhlantakkan sendi
perekonomian semua negara, termasuk Indonesia. Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-
19 (2020) yang update pada tanggal 20/9/2020 menunjukkan bahwa jumlah terkonfirmasi positif
sebanyak 244.676 kasus (bertambah 3989 kasus), jumlah kasus aktif sebanyak 57.796 kasus
(23.6% dan terkonfirmasi), jumlah yang sembuh sebanyak 177.327 kasus (72,5% dan
terkonfirmasi), dan jumlah memnggal sebanyak 9.553 kasus (3,9% dan terkonfirmasi). Data
WHO yang update pada 2/9/2020 menunjukkan bahwa Covid-19 sudah menyebar ke 216 negara,
dimana jumlah yang terkonfirmasi sebanyak 17.660,523 kasus, dan jumlah meninggal sebanyak
680.894 kasus,



Kasus penyebaran pandemi Covid-19 yang belum menunjukkan penurunan secara signifikan,
sehingga membuat sejumlah negara mencrapkan kebijakan lockdown. Indonesia menerapkan
kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), serta penerapan protokol kesehatan untuk
mencegah penularan Covid-19 (social distancing, physical distancing, dan Perilaku Hidup Bersih
Sehat/PHBS). Sejumlah kebijakan pembatasan yang dikeluarkan oleh berbagai negara tersebut
dikarenakan belum ditemukannya obat serta vaksin untuk penyakit Covid-/9, scbab masih dalam
fase penelitian serta fase pengujian klinis yang membutuhkan waktu lama dan harus melalui

berbagai tahapan ilmiah,

Kebijakan PSBB dikeluarkan melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Penctapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat terkait Covid-19, Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan
Covid-19, serta peraturan pelaksana melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tabun 2020
tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan
Cowd-19. PSBB merupakan bagian dari respons Kedarurstan Keschatan Masyarakat yang
bertujuan mencegah meluasnya penyebaran penyakit yang sedang terjadi antar-orang di suatu
wilayah tertentu (Hairi, 2020). Kebijakan PSBB merupakan salah satu skenano tindakan mitigasi
faktor nsiko di wilayah pada situasi Kedaruratan Keschatan Masyarakat. Skenano lainnya
berupa karantina rumah, karantina wilayah, ataupun karantina Rumah Sakit.

Pemerintah menetapkan PSBB berupa “peliburan sckolah dan tempat kerja serta pembatasan
kegiatan keagamaan™ namun harus tetap mempertimbangkan kebutuhan pendidikan (Study From
Home), produktivitas kerja (Work From Home), dan ibadah penduduk (Pray From Home).
Sedangkan, untuk PSBB berupa “pembatasan kegiatun di tempat atsu fasilitas umum™ harus
memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. Implikasi penerapan kebijakan PSBB
yaitu pemerintah sangat selektif menctapkan PSBB di wilayah tertentu, khususnya untuk
kegiatan di tempat ateu fasilitas umum. Kebijakan PSBB berdampak pada kondisi ‘hampir’
menghentikan seluruh aspek kehidupan sehari-hari, perdagangan serta aktivitas ekonomi lasinnya
(Thorik, 2020), Kebijakan PSBB di satu sisi bertujuan mengurangi penyebaran Covid-19, namun
di sisi lainnya berdampak terhadap kontraksi pertumbuban ekonomi, baik regional maupun
nasional. Perlambatan pertumbuban ekonomi karena pembatasan mobilitas orang maupun
barang/jasa, sehingga menyebabkan multiplier effect dari masalah kesehatan ke masalah sosial
maupun ekonomi, termasuk pelaku usaha (\Wuryandari, 2020).

Ketidakpastian Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Q-1 mengalami pertumbuhan sebesar 3%, namun pada Q-
2 mengalami kontraksi sebesar -5,3% (Kemenkeu, 2020), Pertumbuhan ekonomi pada Q-2 tahun
2020 terkontraksi sebagai akibat dampak kebijukan restriksi (PSBB) yang ketat dalam upaya
mencegah penyebaran pandemi Covid-19. Pembatasan kegiatan yang  dilakukan telah
menghentikan aktivitas ekonomi masyarakat dan menghambat aktivitas produksi serta distribusi
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barang. Kegiatan ekonomi yang dibatasi, tidak hanya pada kegiatan di dalam negeri saja, namun
Juga kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan luar negeni (ckspor dan impor). Hal tersebut
menyebabkan penurunan kinerja ekonomi yang diindikasikan dengan melambatnya pertumbuhan
ekonomi atau bahkan terjadinya pelemahan (kontraksi) ekonomi. Penurunan kinega ckonomi
vang tidak direspon melalui kebijakan oleh pemerintah secara cepat dan cermad, maka akan
mengakibatkan perckonomian negara mengalami resesi ckonomi, bahkan depresi ckonomi.
Terminologi resesi dalam reoni ekonomi konjungtur yakm penurunan aktivitas ekonomi yang
terjadi diatas pertumbuhan yang normal (Alvin, 1951), Dan aspek makrockonomi, resesi berarti
suatu periode dimana Product Domestic Bruto (PDB) menurun pada saat pertumbuhan ckonomi
riil bernilai negatif.

Resesi dapat menyebabkan penurunan secara simultan pada seluruh aktivitas ekonomi, seperti:
lapangan kerja, investasi, maupun keuntungan perusahaan (Sthono, 2008). Secara kualitatif hal
tersebut sesual dengan hukum permintaan (demand side) yang berkaitkan dengan terhentinya
permintaan dari sisi konsumen sebagai akibat pembatasan sosial (kebijakan /ockdown maupun
PSBB), schingga mengurangi semua aktivitas ckonomi. Sedangkan, dari sisi penawaran (suppy
side) tenjady perlambatan produksi karena pasokan bghan baku terhambat akibat karantina
wilayah. Hal tersebut menyebabkan ketimpangan antara supply and demand, sehingga
mengganggu market equilibrium untuk pertumbuhan ckonomi.

Konsep siklus ekonomi dalam model pertumbuhan dan resesi menurut Schumpeter (1934), ada
dua fase pada model, yaitu: above dan below. Ketika implementasi sistem dan regulasi
disesuatkan dengan kepercayaan konsumen yang tinggi, maka ckonomi akan mengalam
pertumbuhan (upswing phase). Namun sebaliknya, ketika masa sulit, maka resesi ekonomi
menjadi tidak dapat dihindan ketika garis mengarah turun menuju kebawah inflection point,
Garis eguilibrium menunjukkan periode awal dan berfungsi sebagai tolak ukur pertumbuhban dan
penurunan (kontraksi) ekonomi. Pemerintah scbagam regulator akan mengalami kesulitan dalam
menciptakan iKlim positif untuk menstimulasi aktivitas pertumbuhan ekonomi di masyarakat
Ketike kondisi semakin memburuk, maka depresi ekonomi semakin terbuka atau dapat
dideskripsikan sebagai kegagalan ckonomi atau kebangkrutan ekonomi suatu negara,

Pandemi ('ovid-19 menimbulkan ketidakpastian arah pertumbuban ekonomi, baik global maupun
domestik. Ketidakpastian terscbut memiliki risiko vang sangat tinggi. Namun, apabila tidak
diambil kebijakan yang responsif dan cermat, maka akan berdampak pada resesi atau masuk ke
fase depresi ekonomi. Oleh karena itu, diperiukan kebijakan vang responsif dan upaya
penanganan yang luar biasa untuk memitigasi dampak distorrif pada aspek keschatan, sosial,
serta ckonomi. Menurut teon siklus bisnis, opsi kebijakan makrockonomi yang dapat dilakukan
untuk mengatasi instabilitas ekonomi pada fase resesi yakni kebijakan procyelical dan kebijakan
countercyclical (Karminsky ot al., 2004). Kebijakan procyclical merupakan kebijakan yang
mengikuti arus siklus bisnis, berarti pada saat resesi pemerintash menerapkan  kebijakan
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kontraksioner berupa pengetatan fiskal dan moneter. Sedangkan, kebijakan countercylical
merupakan kebijakan yang melawan arus siklus bisnis, yakni pada saat resesi pemenntah
menerapkan kebijakan ekspansif berupa pelonggaran fiskal dan moneter.

Pada kondisi perekonomian Indonesia yang mengalami kontraksi di Q-2, kebijakan responsif
yvang tepat diambil oleh pemernintah Indonesia adalah kebijakan cowntercyclical dengan
melakukan pelonggaran fiskal dan moneter untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang sudah
terkontraksi  sebagai akibat dampak pandemi Covid-19. Kebijakan countercyclical untuk
pemulihan ekonomi nasional diterapkan melalui skenario pemulihan masa pandemi Covid-19
dan skenano pemuliban masa new normal, Tujuan utama kebijakan tersebut yakni memacu
pertumbuhan ekonomi yang mengalami stagnasi atau kontraksi.

Skenario Pemulihan Masa Pandemi Covid-79

Perckonomian Indonesia mengalami kigh pressure sclama tahun 2020 akibat pandemi Covid-19,
yang diindikasikan melalm menurunnya penerimaan negara menjadi Rp 1.666,9 tnliun;
meningkatnya belanja negara scbesar Rp 2.739.2 mliun; meningkatnya defisit negara sebesar
6,34% (melebihi batas ketentuan 3% terhadap PDB); serta meningkatnya pembigyaan utang
scbesar Rp 1.039.2 triliun. Berdasarkan data BPS (2020), hasil revisi Bank Indonesia
memprediksi pertumbuhan ckonomi Indonesia pada tahun 2020 sebesar 4.2% ~ 4,6% yang lebih
tingg apabila dibandingkan dengun perkiraan dani ADB (2,5%) dan IMF (0,5%). Hal tersebut
karena adanya kebijakan pembatasan mobilitas kegiatan masyarakat, termasuk kegiatan produksi
dan kegiatan ckonomi lainnya yang menyebabkan terjadinya penurunan kinergja perekonomian.
Skenario kebijakan countercyclical diambil pemenntah dalam upaya menjaga kestabilan
ckonomi yvang mengalami kontraksi untuk pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.
Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan yvang tertuang dalam Peraturan Pemernintah
Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan EXonomi Nasional dalam
Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) dan/atan Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemenntah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona dalam melaksanaken program pemulihan
ekonomi sebagai upaya melakukan penyelamatan ckonomi nasional Skenario kebijakan
pemerintah dalam melaksanakan pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan PP 23/2020, yakni:
Pertama, Penyertaan Modal Negara (PMN). PMN merupakan pemisahan kekayaan negara dan
APBN atau penctapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atan perseroan terbatas lainnya, dan dikelola secara
korporasi. PMN dilakukan untuk memperbaiki struktur permodalan BUMN dan anak perusahaan
BUMN vang terdampak pandemi Cowid-19; serta meningkatkan kapasitas usaha BUMN dan
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anak perusahaan BUMN termasuk untuk melaksanakan penugasan khusus oleh Pemenntah
dalam pelaksanaan pemuliban ckonomi nasional. Dalam pelaksanaannya, pemenntah dapat
melakukan PMN kepada BUMN atau melalui BUMN yang ditunjuk. Kedua, Penempatan Dana
yakni kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan menempatkan sejumlah dana pada bank
umum fertentu dengan bunga tertentu, Pencmpatan dana ditujukan untuk memberikan dukungan
likuiditas pada perbankan yang melakukan restruktunisasi kredit (pembiayaan), dan memberikan
tambahan kredit (pembiyaaan) modal kerja. Penempatan dana dilakukan kepada Bank Peserta
yang memiliki kriteria: a) merupakan bank umum yang berbadan hukum Indonesia, beroperasi di
wilayah Indonesis, dan paling sedikit 51% saham dimiliki oleh WNI atau Badan Hukum
Indonesia; b) merupakan bank kategori sehat berdasarkan penilaian tingkat kesehatan bank oleh
OJK: serta ¢) termasuk dalam kategori 15 bank beraset terbesar. Ketiga, investasi pemerintah
merupakan penempatan sejumlah dana dan/atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk
investasi dalam bentuk ssham, surat utang, dan/atau investasi langsung untuk memperoleh
manfaat ckonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya Pelaksanaan Investasi pemerintah sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. Keempat, penjaminan yaitu kegiatan pemberian jaminan oleh
penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial tegamin pada penerima jaminan. Pemerintah
dapat melakukan penjaminan secara langsung maupun melalui Badan Ussha yang ditunjuk
Badan Usaha yang ditunjuk tersebut yakni: PT. Jaminan Kredit Indonesia serta PT. Asuransi
Kredit Indonesia.

Untuk melaksanakan skenario kebijakan tersebut, pemerintah dapat membiayai pelaksanaannya
dengan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) yang dibeli oleh Bank Indonesia di pasar
perdana. Hasil penerbitan SBN disimpan dalam suatu rekening khusus di Bank Indonesia.
Kebijakan pemuliban ekonomi nasional merupakan bagian dan kebijakan keuangsn negara
(fiskal) yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Covid-/9
serta untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas
sistem keuangan, sehingga dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal 3.
Skenario kebijakan dalam melaksanakan pemulihan ekonomi nasional menggunakan pendekatan
countercyclical. Kebijakan countercyclical cenderung untuk menstabilkan siklus bisnis, karena
fiskal kontraktif pada saat ckspansi dan ckspansif ketika terjadinya kontraksi. Kebijakan yang
berkarakter countercyclical sangat berpotensi memperpendek fase resesi dan mempercepat
proses recovery (Francais et al., 2014),

Skenario Pemulihan Masa New Normal

Belum adanya obat serta vaksin untuk menangani pandemi Covid-/9, pemerintah harus
melakukan upaya extraordinary, diantaranya berupa kebijakan pembatasan mobilitas orang dan
barang Upaya terscbut berdampak terhadap perekonomian Indonesia, schingga mengalami
kontraksi. Hal tersebut disebabkan tingginya tingkat unceriainity, sehingga menjadi disinsentive
bagi pelaku usaha untuk berinvestasi. Kondisi tersebut menycbabkan meningkamya jumlah
pengangguran dan berdampak bagi keberlanjutan usaha, khususnya pada sektor yang terdampak
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langsung Pandemi Covid-i9 menyebabkan heavily pressured, buik dari sisi permintaan dan
penawaran. Hal tersebut menciptakan vicious circle yang berdampak langsung pada tingkat
kesejahteraan masyarakat Sebagai akibat konsckuensi pembatasan mobilitas manusia, maka
sejumlah pelaku usaha harus mengurangi biaya operasional karena pendapatannya yang menurun
secara signifikan, dimana salah satu opsi vang dilakukan dengan melakukan PHK. Hal tersebut
berdampak pada meningkamya jumlah pengangguran serta berkurangnya penghasilan
masyarakat, sehingga menyebabkan berkurangnys daya beli masyarakat dan bertambahnya
jumlah orang miskin, kemudian meningkatnya kesenjangan sosial. Perubahan tersebut
berdampak pada kualitas hidup masyarakat, schingga berpengaruh terhadap menurunnya Indeks
Pembangunan Manusia.

Dalam upaya merespon pandemi Covid-19, pemerintah telah mengambil kebijakan melalui UU
272020 berupa pendekatan countercyclical untuk mempercepst penangansn Covid-/9, serta
akselerasi pemulihan sosial-ckonomi. Pemuliban ckonomi diprediksi akan mulai tahun 2021,
dimana faktor ketersediaan obat serta vaksin menjadi langkah dan pola pemulihan. Kebtjakan
stimulus untuk pemulihan ckonomi nasional diharapkan menciptakan rebound, sehingga dapat
memperbaiki indikator kesejahterasn pada masa new normal. Skenario kebijakan pemerintah
untuk pemulihan ckonomi nasional pada masa new normal dalam kerangka makroekonomi,
sebagai berikut: Pertama, pemulihan ekonomi dampak pandemi Covid-/9, kebijakan dilakukan
dengan mempercepat recovery dunia usaha vang terdampak pandemi Covid-19 serta melanjutkan
penanganan pemulihan keschatan dan perlindungan sosial dampak pandemi Covid-19. Kedua,
peningkatan daya saing ckonomi, diambil dengan meningkatkan daya saing ekonomi dengan
mendorong peningkatan kapasitas inovasi dan adaptasi teknologi. Ketiga, pemanfaatan kondisi
demografi merupakan kebijakan untuk meningkatkan penyedizan lapangan pekerjaan untuk
meningkatkan pertumbuhan ckonomi jangka pendek. Keempat, melanjutkan reformasi yang
bertujuan untuk menjaga keberfanjutan reformasi struktural untuk mendukung pertumbuhan
ckonomi jangka menengah dan jangka panjang. Kelima, akselerasi transformasi ekonomi
dimaksudkan mempercepat transformasi  industi  manufaktur, serta mendorong produk
manufaktur Indonesia dengan produk berteknologi tinggi. Dan, kelima, kelnar dan middle
income trap. Middle income frap merupakan kegagalan suatu negara untuk naik kelas dani
pendapatan menengah-bawah (lower-middle income) ke menengah-atas (upper-middle income).
Indonesia secara bertahap akan keluar dan muddle income trap dengan melakukan perbaikan
produktivitas, peningkatan daya saing, dan peningkatan kualitas SDM (khususnya tenaga kerja).

Pada masa new normal, pertumbuhan ckonomi Indonesia diharapkan kembali melanjutkan fase
recovery, Namun, risiko wuncertaimty ckonomi global diprediksi masih menahan Kkinerja
pertumbuhan ckonomi ke depan, sebagai skibat pandemi Covid-/9 yang masih melanda
sejumlah negara di dunia. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menjadi
salah satu pemicu investasi dan mendorong peningkatan kualitas SDM. Selain itu, pemerintah
memiliki  kesempatan melakukan efisiensi dengan pemanfaatan TIK, sehingga dapat
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mengalihkan sebagian belanja konsumsi untuk mendukung jenis belanja vang produktif Hasil
penelitian Aghion et al. (2007) menunjukkan bahwa sektor industri berkembang pesat (tingkat
output dan produktivitasnya) pada perekonomian dengan fiskal countercyclical.

Kesimpulan

Kebijakan yang diambil pemenintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional bertujuan untuk
meningkatkan penanggulangan penyebaran wabah, membantu masyarakat serta dunia usaha
yang terdampak agar tidak kolaps, schingga ketika pandemi Covid-/9 berlalu, agar dapat bangkit
dari keterpurukan ckonomi, Skenario kebijakan yang diambil oleh pemerintah dapat
dikategorikan menjadi dua fase pemulihan ekonomi dengan menggunakan pendekatan
countercyclical, yakni: masa pandemi Covid-19, dan masa new normal. Pada masa pandemi
Covid-19, skenario kebijakan dimaksudkan untuk menjaga kestabilan ekonomi yang mengalami
stagnasi dan kontraksi, Sedangkan, pada masa new normal, skenario kebijakan ditujukan untuk
akselerasi pemulihan sosial-ekonomi serta menciptakan rebownd untuk memperbaiki indikator
kesejahteraan,

Berbagai skenano kebijakan yang dilakukan pemerintah pada berbagai negara (termasuk
Indonesia) bukan untuk menghindan resesi, karena resesi yang melanda di tengah pandemi
Covid-19 dengan periode yang wmprediciable merupakan sebuah keniscayaan. Namun,
perckonomian tetap terkontraksi selama dua kuartal berurutan. Pemerintah sudah banyak
melakukan upaya pemulihan ekonomi nasional, tetapi upaya tersebut seharusnya tidak dinkur
dengan resesi, karena apabila terjadi resesi bukan berarti upaya optimal yang sudah dilakukan
oleh pemerintah discbut gagal dan tdak berguna, namun kondisi extraordinary yang
unprediciable dan uncertainty. Dari sudut pandang pertumbuhan ekonomi (untuk jangka
pendek), ekonomi bukan merupakan salah satu faktor penentu kesejahteraan. Namun pada
kondisi saat ini, nyawa manusia dan kesehatan mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi,
karena jika tidak mendapatkan treatment secara tepat, maka dapat menyebabkan kerugian
ckonomi yang lebih besar dalam jangka panjang ketika pandemi Covid-19 berakhir.
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